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Abstract
Governor multiple appointments by Sri Sultan Hankengs King of Kasultanan is one of

Daerah Istimewa Yogyakarta's privileges. In oneesiBbaerah Istimewa Yogyakarta is able to

implement the democracy in daily lives. But in otbele, the absences of elections as one
element of the democracy, bring out the questionsua governmental process which is

democratic and effective in Daerah Istimewa YoggtakaCourteous attitude owned by the

people and legislative institution causing minimaamtrol system for executive institution. At

the end, we need to find formula of the implicatthralism Governor positions by King of

Kasultanan towards democratic and government effoess in Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Abstraksi

Perangkapan jabatan Gubernur yang dilakukan olets@8ran Hamengku sebagai Raja
Kasultanan merupakan salah satu ciri keistimewaaerd@h Istimewa Yogyakarta. Di satu sisi,
Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengimplementasikanokrasi dalam kehidupan sehari-
hari. Namun di sisi lain, tidak adanya pelaksanpamilihan umum sebagai salah satu unsur
demokrasi memunculkan pertanyaan mengenai prosesripgahan yang demokratis dan efektif
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap segan yangliinoleh rakyat dan lembaga legislatif
menyebabkan minimnya sistem kontrol bagi lembagelakif. Pada akhirnya, perlu ditemukan
jawaban atas implikasi dualisme jabatan Guberrelm 8aja Kasultanan terhadap demokratisasi
dan efektivitas pemerintahan Daerah Istimewa Y ogstak
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A. Penduhuluan
Proses bergabungnya Yogyakarta dengan Republiknéwio tidak lepas dari peran Sri

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VilepgUtusan politis tersebut disambut baik

oleh Soekarno yang ditunjukkan dengan dikeluarkanRlagam Kedudukan pada tanggal 19

Agustus 1945. Atas dasar Piagam Kedudukan ters#mgfyakarta menjadi daerah istimewa

yang salah satu letak keistimewaannya yaitu p@isiernur dijabat oleh Sultan Yogyakarta dan

Wakil Gubernur oleh Paku Alam secara otomatis. rBaldeberapa dekade, proses penetapan

secara otomatis tidak menimbulkan masalah. Namujak seeformasi, publik mulai

mempertanyakan implikasi yang dihasilkan oleh pémegdnan yang ditetapkan tidak melalui
pemilihan langsung. Tidak adanya pemilihan umumagab salah satu unsur demokrasi
membawa dampak yang berbeda terhadap praktik peatesin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal tersebut juga mempengaruhi efektivitas pemeiguy dilihat melalui sudut pandang otonomi

daerah dan unsur-unsgwod governance.

1. Melihat hal tersebut diatas, maka dirumuskan peataban — permasalahan sebagai berikut :
(1). Bagaimana implikasi kedudukan Gubernur Daelstimewa Yogyakarta terhadap
praktik pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakagiihat dari demokratisasi dan
efektivitas pemerintahannya?, (2). Bagaimana gag&sdang pemimpin masa depan Daerah
Istimewa Yogyakarta setelah periode Sri Sultan Hegke Buwono X?

B. Kajian Teori

Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah @iasip-prinsip demokrasi pada
setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuan dari @eatisasi adalah terbentuknya kehidupan
politik yang bercirikan demokrasi. Dalam Winarno0QZ:97), demokratisasi merujuk pada
proses perubahan menuju sistem pemerintahan detisokMenurut Samuel Huntington
demokratisasi melalui beberapa tahapan yaitu pémgak rezim nondemokratis, pengukuran
rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem ydegokratis. Salah satu keunggulan
terciptanya demokratisasi yaitu adanya mekanisnmérdédodan partisipasi rakyat secara reguler,
terlembagakan, dan terbuka melalui perwakilan.

Sebagai Negara yang menganut demokratisasi, pamiliimum merupakan salah satu
media bagi rakyat Indonesia untuk menyatakan ketuhya. Pemilihan umum bertujuan agar
dapat terselenggara perubahan kekuasaan pemenrgabara teratur dan damai sesuai dengan
mekanisme yang dijamin oleh konstitusi (MarianaQ&6). Pemimpin yang dipilih langsung
oleh rakyat memungkinkan untuk dikontrol dan kamg@amampu menciptakan pemerintahan
yang demokratis.

Sementara itu, efektivitas pemerintahan dapatikizartsebagai pengukuran keberhasilan
dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetap#tan dilaksanakan oleh pemerintah.
Efektivitas pemerintahan daerah sebagai perwujwttan terselenggaranygood governance
sangat bertumpu pada mekanisme pengelolaan dampedan kekuasaan yang sifatnya sah
yang berada dalam jangkauan kewenangan yang dimpéikerintah daerah. Dalam Basyarabhil
(2012:20) dijelaskan bahwa efektivitas pemerintas@ah satunya ditentukan oleh kemampuan
pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi utamauae dengan kewenangan yang
dimilikinya. Fungsi-fungsi utama tersebut sangasl@engan jangkauan yang selalu berubah.
Hal inilah yang menyebabkan efektivitas pemerintadailai sebagai sesuatu yang sifatnya
kompleks.

Desentralisasi dalam Hadiwijoyo (2011:220) merupak&ebijakan pelimpahan
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada PemeriDéanah. Desentralisasi juga dapat
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dikatakan sebagai sebuah bentuk berbagi kewenaatgarpower sharingantara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, dafisasi juga diartikan sebagai pembentukan
wilayah-wilayah yang lebih kecil dari wilayah negadan penciptaan lembaga-lembaga baik
yang bersifat otonom maupun administratif di wilaymilayah tersebut. Leemans membedakan
adanya dua tipe desentralisasi yaitu pemerintamabagocal government dan pemerintah
wilayah ield administratio.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan tlagasvewenang Gubernur yaitu
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusanimgaiman Kabupaten/Kota, koordinasi
penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi ddougaten/Kota, serta koordinasi pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembant®aovdisi dan Kabupaten/Kota. Otonomi
daerah menyebabkan Provinsi tidak lagi memiliki waang yang lebih tinggi dibandingkan
dengan pemerintahan Kabupaten/Kota. Lebih dari pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
wewenang lebih untuk mengatur wilayahnya sendinpéacampur tangan dari pihak lain. Hal
tersebut menyebabkan penguasa Kabupaten/Kota rkieaafieran Gubernur.

Ciri-ciri good governancemenurut United Nations Development Programme (UNDP
yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan lggwagjawab, efektif dan adil, menjamin
adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritasias politik, sosial dan ekonomi
didasarkan pada konsensus masyarakat, serta mextkanhkepentingan mereka yang paling
miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan

Good governancelapat dicapai dengan terselenggaranya pemerintareg demokratis,
yaitu pemerintahan yang menekankan pentingnya meguinaproses pengambilan keputusan
yang bersifat hierarkis berubah menjadi pengambikaputusan bersama. Pengambilan
keputusan bersama dapat tercipta dengan baik jk@avyang bertanggungjawab, aktif, dan
memiliki kesadaran saling mendukung untuk bekenmsalengan pemerintah yang terbuka,
tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan seeume el

C. Metode Penédlitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagdiyang berkaitan dengan demokrasi
dan efektivitas pemerintahan, terutama yang terfidDaerah Istimewa Yogyakarta untuk
kemudian dianalisis dan dipetakan sebuah solugy ya@al untuk mengatasinya. Oleh karena
keperluan tersebut maka dipilihlah sebuah metoddithtif dengan pendekatan eksploratif yang
akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitifokus pada implikasi kedudukan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap praktik pertednian di Daerah Istimewa Yogyakarta
dilihat dari demokratisasi dan efektivitas pemeian. Fokus ini dipilih karena menarik untuk
diteliti mengenai bagaimana dampak dari perangkgphatan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono yangupekan Raja Kasultanan terhadap
praktik pemerintahan d Daerah Istimewa Yogyakaitiaad dari demokratisasi dan efektivitas
pemerintahan. Permasalahan ini sedang berlangsleigkarena itu penelitian ini menggunakan
data-data dokumentasi yang ada dan dilengkapi dengavancara kepada narasumber yang
memiliki informasi mendalam mengenai pemerintahaer@h Istimewa Yogyakarta.

D. Hasll Pendlitian

Dari perspektif sosio-politis pemberian gelar ighma kepada Yogyakarta tidak lepas dari
peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri PakanAVIIl pada awal masa kemerdekaan
Republik Indonesia. Namun jika dilihat secara umwapa yang dilakukan oleh rakyat dan
elemen-elemen lainnya di Yogyakarta bukanlah halgyiatimewa. Sebelum maupun sesudah
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kemerdekaan, daerah-daerah lain di Republik Indanega turut serta memberikan kontribusi
untuk Negara.

Atas hal tersebut, beberapa kalangan menilai batatas istimewa berupa pemahaman
bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disandangsung oleh Sultan Kasultanan
Yogyakarta tidaklah relevan. Demokrasi yang seddibgngun oleh Indonesia tidak sesuai
dengan konsep tersebut. Tidak hanya itu, statusegta yang disandang Yogyakarta juga tidak
membuat Yogyakarta memiliki otonomi yang khusus.

Bagi penggiat demokrasi, pernyataan Sri Sultan Hghe Buwono X yang menyatakan
keberatan untuk melanjutkan perannya sebagai Gubenmarupakan angin segar sebagai jalan
dibukanya kesempatan untuk tiap-tiap individu adapat berpartisipasi. Tidak hanya itu,
pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk tidedanjutkan jabatan Gubernur juga
dapat ditanggapi secara positif. Posisi Sri Sulsmkaligus posisi Keraton justru dapat
diselamatkan melalui hal tersebut. Tidak masuknygaton ke dalam ranah politik dapat
membuat Sri Sultan menjadi pengayom rakyat Yogyakaanpa terbentur oleh konflik
kepentingan yang sering timbul akibat masalahigolit

Jika dilihat melalui kacamata demokrasi, penetgmasisi Gubernur oleh Sri Sultan yang
sedang menjabat sebagai raja Kasultanan merupafarals kompleksitas. Dijelaskan dalam
Undang-undang Dasar 1945 bahwa demokrasi merupsagt@m pemerintah dari rakyat, dalam
arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negaranggshirakyat harus ikut serta dalam
pemerintahannya.

Dalam kasus keistimewaan Yogyakarta, kita melie&irea bertahun-tahun bahwa jabatan
Gubernur yang dilakukan melalui penetapan secaran ttemurun bukanlah hal yang salah.
Namun bagi penggiat demokrasi, hal tersebut jedkdtmelanggar konstitusi. Dalam lingkup
kekuasaan, partisipasi rakyat harus dilakukan teuknaalam rangka pemilihan kepala daerah.
Kekuasaan menurut sistem demokrasi tidak dapatikiimesecara turun temurun, yang dalam
hal ini diberikan kepada Keraton.

Meskipun demikian, jauh sebelum demokrasi dikumagkan Yogyakarta telah lebih
dahulu mempeloporinya. Bahkan Sri Sultan Hamengkuwdho [IX melahirkan ide
demokratisasi dan mengawali demokrasi pada strpienmerintahan paling bawah . Pada tanggal
6 Desember 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX rekergkan Maklumat Nomor 7 Tahun
1945. Maklumat tersebut berisi tentang Pembenti@mvakilan Rakyat Kalurahan. Nantinya,
Maklumat ini akan memerintahkan pembentukan Dewamvékilan Rakyat Kalurahan di tiap-
tiap Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pethid&an Maklumat dinilai penting oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono 1X untuk mengajarkan dentasi bagi rakyat.

Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX melrgan ide demokratisasi dalam
bentuk demokrasi desa (DPR Kalurahan), lembagad®Ritiomi pada tingkat Il, DPRD Tingkat
Il (Kabupaten/Kota), serta DPRD Tingkat | (Prov)n$di tingkat Desa terdapat Lembaga Adat
yang memiliki perangkat musyawarah yang dinamakami®ig Desa yang terdiri dari Kepala
Desa, Sesepuh atau Kamituo, dan tokoh masyarakgtdianggap mampu mengatasi persoalan.

Pelaksanaan demokrasi juga terasa melalui usal&uBan Hamengku Buwono IX dalam
melakukan reformasi birokrasi. Salah satu reforrhaskrasi yang dilakukan yaitu penghapusan
kedudukan Pepatih Dalem. Penghapusan ini dinilektéfkarena mampu mendekatkan Sri
Sultan Hamengku Buwono IX kepada rakyat. Selain liahasa Indonesia mulai digunakan
untuk mengganti bahasa Jawa sebagai bahasa ydw®grisang di wilayah Keraton. Penggunaan
bahasa Indonesia ini sekaligus menghapus sisteas k@ng timbul akibat penggunaan strata
bahasa Jawa di lingkungan Keraton. Kedemokratisagagyakarta juga ditunjukkan melalui



sikap Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang terbuk®idang pendidikan. Bahkan pada awal
pendirian Universitas Gadjah Mada sebagai pergutimggi pertama di Indonesia, Sri Sultan
Hamengku Buwono mempersilakan salah satu ruangastdfeuntuk menjadi tempat kegiatan
belajar mengajar.

Namun sayangnya, banyak permasalahan yang madiltgeiring dengan berjalannya
reformasi birokrasi. Misalnya saja praktik korugsajusi, dan nepotisme (KKN), efektivitas dan
efisiensi yang belum maksimal, tingkat transparatesi akuntabilitas birokrasi pemerintahan
yang masih rendah, serta tingkat efektivitas pemagaw fungsional dan internal dari birokrasi
pemerintahan yang belum optimal.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kesetaraan bagittgpindividu tidak mampu terkelola
dengan baik. Hal itu berkaitan dengan konteks ké&p@man struktural atau perangkapan
jabatan yang dilakukan oleh Sultan sekaligus Gubdbaerah Istimewa Yogyakarta. Dari awal
mekanisme penetapan, rakyat tidak dilibatkan lamgsialam memilih calon Kepala Daerah.
Rakyat juga tidak mendapatkan solusi alternat$ &ndidat yang memiliki akuntabilitas untuk
memimpin Yogyakarta. Mereka dihadapkan oleh sahgydianggap solusi sejak dulu hingga
sekarang, penetapan Sultan Kasultanan sebagai risutigaerah Istimewa Yogyakarta melalui
Pusat.

Padahal, jika menelusuri semangat demokrasi, deaapbkmemiliki substansi bahwa tiap-
tiap warga negara berhak untuk mengajukan diri ateénpemimpin, melakukan partisipasi
dalam rangka pemilihan umum, dan memiliki keduduligang sama di mata hukum. Dengan
kata lain, adanya penetapan menyebabkan tertutupks@es warga negara Indonesia untuk
menjadi kandidat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakart

Hasil berbagai jejak pendapat yang dilakukan oéghblaga-lembaga survei menyebutkan
bahwa mayoritas rakyat Yogyakarta menghendaki agmgnetapan. Meskipun demikian,
terdapat asumsi bahwa responden banyak dipengaletifaktor eksternal. Faktor eksternal
yang dimaksud di sini merupakan Kepala Desa. Meskjpada dasarnya tidak semua Kepala
Desa melakukan mobilisasi terhadap rakyat Yogyakakobilisasi yang dilakukan dapat
dikaitkan dengan masalah ekonomi-politik seputaisan pertanahan. Seperti diketahui, kepala
desa memiliki kepentingan tertentu yang dalammahienyangkut urusan sewa menyewa tanah.

Di Yogyakarta sendiri, urusan tanah merupakan sakthy isu sensitif. Tidak sedikit
konflik di Yogyakarta yang diawali dari kasus pedhan. Kepemilikan tanah diakui oleh rakyat
Yogyakarta menjadi milik Sultan serta Paku Alaml téasebut yang kemudian memunculkan
istilah Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Kekaasgang dimiliki Raja adalah mutlak.
Akibat dari kekuasaan yang absolut tersebut, raliglak boleh memiliki tanah kecuali diberi
langsung oleh Raja.

Dalam perkembangannya, sewa tanah dikelola oletalddpesa. Jika ditarik garis, aksi
mobilisasi yang dilakukan Kepala Desa terhadapatkpgyakarta cukup beralasan. Pasalnya,
dengan adanya penetapan jabatan Gubernur yangudtidoteh Sultan, Kepala Desa dapat
melanggengkan perannya untuk terus melakukan upayaikkan harga sewa tanah. Akibatnya
jika pada akhirnya pemilihan umum Gubernur dilakukevewenang Kepala Desa mengenai
pertanahan menjadi minim. Dengan kata lain, muketdkutan dari Kepala Desa jika Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih melalui pemilihamum.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daesaly garat dengan nilai multikultural.
Di tengah keanekaragaman tersebut, elemen-elem&yana&at di Yogyakarta tetap menjunjung
tinggi pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Ranan pada pluralisme sekaligus
menjelaskan bahwa demokratisasi di Daerah Istiméegyakarta dijunjung tinggi. Rakyat yang



mengartikan demokrasi seperti yang telah dijelasttaratas, berpendapat bahwa pemilihan
umum sebagai tombak demokrasi justru tidak seperauhmemuat nilai kedemokratisan. Pemilu
dianggap sarat politik uang, penuh Kkecurangan saathitungan suara, settack
campaignyang dilakukan antar kandidat. Kasus-kasus separtah yang menyebabkan
minimnya kepercayaan publik terhadap pemilihan umifareka berpendapat bahwa simbol
demokrasi berupa pemilu justru tidak menyiratkamalerasi yang baik, sementara tanpa
pemilu, Yogyakarta justru telah menciptakan demsikyang baik.

Pendapat yang demikian ini menyebabkan kaburnyanand&mokrasi bagi elemen-elemen
di Yogyakarta. Secara konstitusional, semangat #&emsbd memang ditandai oleh adanya
pemilihan umum. Sementara itu, Gubernur Daeraméstia Yogyakarta yang ditunjuk melalui
penetapan oleh Pusat menjadikan dilema dalam memahubstansi demokrasi. Rakyat yang
memiliki hak dalam keikutsertaan berdemokrasi, méinjidak memiliki andil yang besar dalam
hal menentukan Kepala Daerah mereka sendiri.

Sementara itu Kasultanan sendiri sedang mengalaisis kputra mahkota, yang secara
turun temurun akan menjadi Sultan Yogyakarta yagngutnya. Krisis yang dialami tersebut
dikarenakan semua keturunan Sri Sultan HamengkuoBawX berjender perempuan. Tidak
adanya calon putra mahkota dari garis keturunarS@tan Hamengku Buwono X juga dapat
memicu konflik internal keraton.

Misalnya yang terjadi saat ini, keturunan Sri Sultéeamengku Buwono VII menyiratkan
adanya konflik melalui sikap kritisnya terhadapt&uo] baik di posisinya sebagai raja maupun
sebagai Gubernur. Posisi oposisi yang dipilih deturunan Sri Sultan Hamengku Buwono Vi
merupakan bentuk protes terhadap minimnya posetesiis yang didapatkan di keraton. Di satu
sisi, posisi oposisi berdampak baik karena adarkgp kritis tersebut mencerminkan jalannya
prinsip-prinsip demokrasi, yang antara lain berppdisipasi dan pengawasan. Namun di sisi
lain, sikap kritis tersebut dapat memunculkan nasdlaru berupa konflik internal keraton
dalam rangka perebutan kekuasaan posisi stratekgsaton.

Wacana untuk mencalonkan diri juga pernah digutirkéeh GBPH Hadisuryo. Secara
demokrasi, wacana tersebut tentu tidak salah. Radarnya demokrasi membuka peluang
seluas-luasnya bagi tiap-tiap individu, termasukuknmenjadi pemimpin. Yang menjadi
persoalan adalah ketika kebebasan untuk mencalodkammenjadi pemimpin tidak dapat
dilakukan karena terhalang isu perpecahan. KeingB®&PH Hadisuryo untuk mencalonkan diri
menjadi sesuatu yang dianggap tidak pantas karapatdnenjadi bumerang bagi Keraton.
GBPH Hadisuryo, atau elemen masyarakat lain yamggnimencalonkan diri akan merasa
pakewuh atau tidak sampai hati jika harus melangl&h Sultan. Mengingat kedudukan
Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang kepalaabaga sekaligus Sultan, maka konflik
internal yang terjadi di dalam keraton sedikit tthgkan mempengaruhi jalannya pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, dalam rangka otonomi daerah di Dakstanewa Yogyakarta, Gubernur
yang dijabat langsung oleh Raja Kasultanan mendéiknpak yang berbeda dengan yang terjadi
di daerah lainnya. Sri Sultan Hamengku Buwono XagaebRaja sekaligus Gubernur memiliki
legitimasi yang cukup tinggi bagi rakyat. Legitimasang dimiliki Sri Sultan Hamengku
Buwono X sebagai Gubernur dianggap memiliki pengagang kuat terhadap jalannya
efektivitas pemerintahan.

Di satu sisi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 aksan Gubernur untuk
menjalankan tugasnya sebagai koordinator antaraemaiah pusat dengan pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan Gubernur tiokkniliki pengaruh yang banyak terhadap



jalannya efektivitas pemerintahan. Proses pemdéantamasih dapat dijalankan dengan baik
tanpa banyaknya campur tangan dari Gubernur. Natnsisi lain, legitimasi Sri Sultan sebagai

Raja sangat berpengaruh bagi kehidupan rakyat Yagymsekaligus bagi jalannya proses
pemerintahan. Peran Gubernur seperti yang diatamddndang-undang Nomor 32 Tahun 2004
sulit berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Guberyang dijabat oleh Sri Sultan Hamengku
Buwono X memiliki peran yang lebih dari sekedar ktheator.

Sebagian pihak khawatir dengan bentuk negara lkasgang mengarah ke federasi
apabila Gubernur memiliki kewenangan sepenuhnyagselkepala daerah. Di Daerah Istimewa
Yogyakarta, kekhawatiran tersebut meningkat kategginya pengaruh Sri Sultan sebagai Raja
Kasultanan sekaligus Gubernur. Secara otomatisS@tan Hamengku Buwono X memiliki
kekuasaan penuh secara kultural dan struktural.uddakta di lapangan, implementasi otonomi
daerah tidak terlalu berpengaruh jika dikaitkangdenperangkapan jabatan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta yang juga dijabat oleh Sultangyakarta memiliki basis otonomi daerah
yang berada di Kabupaten/Kota. Meskipun demikiaengaruh besar Sri Sultan Hamengku
Buwono X terhadap proses pemerintahan menyebab&agawasan yang dilakukan belum
dapat dilakukan secara baik mengingat banyaknyakpyang segan terhadap pemimpin
eksekutif tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti di daerah-daerah di Indonesia pada umuniPgerah Istimewa Yogyakarta juga
tidak ketinggalan dalam melaksanakan pemerintafemungood governanceSalah satu yang
dilakukan melalui reformasi pelayanan publik yakgraberdampak pada kontribusi pemerintah
untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namsayangnya, tidak semua elemen
pemerintah menyadari pentingnya pelaksrmg@od governanceehingga terdapat beberapa
kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapatahgan sebagai kegiatan korupsi, kolusi,
maupun nepotisme. Misalnya saja kasus pasir beskultbn Progo, kasus lapangan golf
cangkringan, serta kasus Jogja Telepon Cerdas.

Hingga saat ini beberapa kasus di Daerah Istimewagyakarta belum memiliki solusi
yang tepat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengaatgab Gubernur yang dilakukan melalui
penetapan. Gubernur sebagai pemimpin tertinggi raecdruktural di Daerah Istimewa
Yogyakarta seharusnya dapat dikontrol langsung kfiat. Faktanya, Gubernur yang dijabat
oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X menimbulkan kasag tersendiri bagi rakyat.

Lembaga legislatif maupun elemen masyarakat lairteylalu sungkan untuk meminta
penjelasan atas kasus yang melibatkan pejabat@ksdkereka beranggapan bahwa Raja bukan
sosok yang tepat untuk dimintai pertanggungjawadecara hukum. Hal seperti inilah yang
dapat menghentikan semangat demokrasi serta pyosdsgovernancgang ingin dicapai. Fakta
di lapangan menunjukkan bahwa kekuasaan yang Hins#icara personal akan menyulitkan
akuntabilitas publik, menutup transparansi, menaatilpartisipasi masyarakat, menyulitkan
pemisahan antara fungsi privat dan publik, dan-l@m Publik cenderung memiliki stigma
bahwa kekuasaan personal cenderung otoriter, 8stikradan korup. Meskipun sebenarnya
tidak jarang juga pemimpin tipe seperti ini yangwegak benevolent.

Selama ini rakyat resah karena banyaknya persddildapangan yang tidak mampu
diselesaikan dan dimunculkan solusi oleh pemerimaerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini
berkaitan dengan perangkapan jabatan GubernurSdeBultan Hamengku Buwono X. Atas
dasar tersebut, rakyat kurang berani bersuara @agefuarkan pendapat. Hal itu terkait dengan
keengganannya mengkritik dan melakukan kontrol #apgaja sekaligus Gubernurnya.

Perangkapan jabatan struktural oleh seorang Raja skbuah Keraton memang
menimbulkan persoalan yang berbeda dengan yangndiadleh daerah lain. Kepemimpinan



sentralistik yang bersumber dari bersatunya irsttadisional dengan institusi politik modern
semakin hari semakin menimbulkan perdebatan. Disatku tidak, kepemimpinan yang seperti
ini cenderung meniadakan nilai-nilai demokrasi, ongtakan nepotisme, serta memunculkan
korupsi dan kolusi karena rendahnya tingkat kontaolg dapat dilakukan masyarakat.

Meskipun demikian, adakalanya rakyat berpendagavaaeringkali masalah sosial dapat
terselesaikan melalui campur tangan Raja. Daetahelwa Yogyakarta merupakan salah satu
daerah yang kearifan lokalnya masih dijaga deng#a blal itu termasuk kepatuhan rakyat yang
tinggi terhadap Rajanya. Maka dari itu, tidak mesrghkan jika dalam kondisi tertentu
permasalahan sosial justru tidak dapat diatasi guemakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana
yang kita ketahui selama ini, melainkan terselesaikelalui kearifan lokal yang ada.

Dibutuhkan posisi Raja yang netral, yang pada akhirmkan memperkuat kearifan lokal
yang ada. Netralitas politik yang dimiliki Rajadidlepas dari sikap untuk tidak terjun langsung
dalam suatu praktik politik praktis. Raja ditunturttuk tidak turut serta dalam proses perebutan
kekuasaan secara struktural. Dalam berbagai konddditik praktis seringkali membawa
dampak negatif. Pada kasus perangkapan jabataraetiab Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan
yang menjabat sebagai Gubernur justru akan keldtakbarisma, kesakralan serta kehormatan
sebagai seorang Raja.

Perangkapan jabatan memunculkan berbagai argumeptesy berbeda. Pertama,
perangkapan jabatan yang mendorong ke arah pdasitif yang kedua adalah perangkapan
jabatan yang justru mendorong ke arah negatif. dbu sisi, dapat mendorong demokratisasi,
desentralisasi, serta pluralisme yang dapat mak@ptkesejahteraan bagi rakyat. Namun di sisi
lain, perangkapan jabatan justru digunakan olelaksphhak tertentu untuk membentuk atau
bahkan melanggengkan kepentingan-kepentingan pribpadpun golongan tanpa ada unsur
rakyat di dalamnya.

Pada akhirnya, tidak mudah dalam mewujudkan Datstimewa Yogyakarta sebagai
pemerintahan yang demokratis dan efektif. Berb&géangan yang mendukung perangkapan
jabatan Gubernur mempertahankan bahwa dualismmjapang disandang oleh Sri Sultan tidak
mempengaruhi jalannya demokrasi di Daerah Istiméagyakarta. Dengan kata lain, Sri Sultan
Hamengku Buwono X sebagai Raja Kasultanan sekaliguisernur tetap memiliki legitimasi
yang dapat menciptakan jalannya demokrasi danietaktpemerintahan d Yogyakarta.

Perlu ditinjau ulang mengenai pengisian jabatane@ulr Daerah Istimewa Yogyakarta di
masa depan. Dibutuhkan solusi yang dapat menangg@ipsejarah, sosial, serta politik serta
tidak bersinggungan dengan semangat demokrasia@agHal ini diperlukan agar dikemudian
hari tidak terjadi konflik berkaitan dengan ketigaksan pihak tertentu terhadap mekanisme
pengisian jabatan Gubernur.

Langkah awal yang perlu dilakukan Sri Sultan HarkenBuwono X baik sebagai Raja
Kasultanan maupun sebagai Gubernur Daerah Istim¥agyakarta adalah membangun
komunikasi dengan elemen-elemen masyakarat. Patdkadkan bahwa demokrasi adalah
pemerintahan dari, dan, untuk rakyat. Pemerintayemy demokratis mengedepankan pola
kepemimpinan yang memihak pada rakyat.

Untuk menghadapi perubahan zaman, dibutuhkan kepeiman yang dapat membawa
pencerahan, memiliki visi ke depan, serta bersi giaktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Rakyat dan elemen masyarakat lain juga wajib meaibeki dengan pengetahuan mengenai
pemerintahan sehingga dapat senantiasa melakukatrokopada pemerintah. Dengan
pengetahuan yang dimiliki, rakyat bahkan dapat negtapyakan dan bahkan menggugat ketika
pemerintah mulai keluar dari jalurnya.



Sementara itu, dalam rangka menciptakan demoksatdan efektivitas pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta, alangkah lebih bai& Bultan Kasultanan tidak menjabat sebagai
pejabat politik. Hal ini sekaligus untuk melindurdgin mempertahankan kesakralan dari jabatan
Raja itu sendiri. Dikhawatirkan bahwa posisi sebaggjabat publik yang dalam hal ini
merupakan perangkapan jabatan sebagai Gubernuab#simewa Yogyakarta, justru akan
menghilangkan unsur dari keistimewaan YogyakartadaBgkan pemerintahan struktural
terutama yang berkaitan dengan lembaga eksekygénsdanya diserahkan oleh mereka yang
terpilih melalui pemilihan secara langsung.

Good governancditandai dengan demokratisasi di daerah semalkin Beamokrasi dan
desentralisasi dapat diciptakan mekanisme kontemh gartisipasi rakyat secara reguler,
terlembagakan, dan terbuka melalui perwakilan. iGeitai, dapat pula dihindari terjadinya
penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuaseagarDdemikian kesejahteraan bagi
rakyat dapat dicapai secara optimal.

E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukarang implikasi kedudukan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap demokratisasi efektivitas pemerintahan Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai bérik
1. Perangkapan jabatan Gubernur oleh Raja Kasultanamegaruh terhadap
demokratisasi dan efektivitas pemerintahan Daestiméwa Yogyakarta. Hal tersebut
dapat dikaitkan dengan pelaksanagod governance&lan otonomi daerah, terutama
pelaksanaan kontrol terhadap pemerintah yang kudilaksanakan dengan baik.
Kurangnya kontrol terhadap pemerintah disebabkaenkaadanya sikap segan terhadap
Sri Sultan dari elemen-elemen masyarakat

2. Dilihat dari hasil penelitian, Undang-undang Kerstivaan Yogyakarta perlu ditinjau
ulang. Hal tersebut berkaitan dengan berpengarubeyangkapan jabatan Gubernur
oleh Raja Kasultanan terhadap demokratisasi danktivdafas pemerintahan.
Pemerintahan struktural terutama yang berkaitangalenembaga eksekutif harus
sepenuhnya diserahkan oleh mereka yang terpilialmglemilihan secara langsung.

F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, makans yang dapat disampaikan oleh

penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan pemilihan umum Gubernur Daestiméwa Yogyakarta secara
langsung untuk memperoleh pemimpin yang terbukapeda terhadap kritik sehingga
dapat memberi kesempatan luas bagi seluruh rakyak inenyampaikan pendapat dan
kritik.

2. Dalam rangka menciptakan demokratisasi dan eféksipemerintahan, sebaiknya Sri
Sultan sebagai Raja Kasultanan tidak berkaitan slamy dengan politik praktis
sehingga dapat mempermudah rakyat dan elemen raayalalam melakukan kontrol
terhadap pemerintahan tanpa bersinggungan dengsatahultural.
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